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ABSTRACT

In the Indonesian Crimifiat-Gade (KUHP), death penalty as capital
punishment besides jailife andefives e influenced by the classical theory of
punishment on individial view @f the Offenders in which the penalty is
vengeance. but ghe development of communit) dynamics, has been looking at
capital punishimentimust be 1ailareti i the needy aof the community about the
extent and seriousness af erime have gn impact i saciety. fore, the existence
of the death penalyy should be revicvicd thoraugitly, especially in the contexi of
its function to prevent crime.. Eecih penality docs not separated on the
individual right and Secial prétectiond's acial welfare as well and the world of
view. Pancasila as thesSauree of allseurses of law must animate the legal
system of Indonesia, Panciisila values that must be implemented in the future of

Indonesian Criminal Code, including the regulation of capital punishment.
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A.LATAR BELAKANG

Hak hidup manusia merupakan
hak asasi yang dyamin oleh negara,
oleh karena itw udak scorangpun
dibenarkan untuk melanggar hak yang
dilindungi . Negarapun mempunyai
kewajiban untuk melindungi hak asasi
ini  dalam keadaan bagaimanapun.
Sebagai sebuah negara yang meng
menganut prinsip-prinsip  hukum( the
rule  of  low/rechistaat), tidak
seorangpun  dapat  dirampas  atau
dikurangi hak hidupnya kecuali telah
ditetapkan oleh konstitusi atau putusan
pengadilan.

Persoalannya akammenjadi lain,
ketika hak untuk hidtp ini” dikaitk:n
dengan ketentuan fentang hukumnan
mat {death Denaltyleapial
Punishment) yang ada dalam peraturas
perundang-indangan. " HukGman . mald
masih diakui  eksistenSinva “dalam
penundang-undang di
beberapa negara. Indonesia dilam
KUHP eksistensi Hukuman Mati itu
tetap dipertahankan. Ketentuan Pasal
10 KUHP justu meletakkan hukuman

mati sebagai hukuman pokok bersama-

berbagai

sama dengan hukuman perampasan
kemerdekaan  lainnya  dun  pidana
denda,

KUHP  yang berasal dari
Sirafrecht  telah
mempertahankan  jenis pidana  ini.

Wethoek VilF

Menurut  Memorie van  Toelicting,
alasan  dipertahankannya  hukuman
mati karena :

a. Berhubung dengan keadaan khusus
di Hindia Belanda (Indomesia)
yang terdiri dari sejumlzh besar
pulau-pulau yang dikelilingi oleh
Iagtan sehingga perhubungan antar
puleu “Usangat sulit dan tidak
sempuma;

b, Alat-lat keamanan (pada waktu
itu kurang lengkap susunannya dan
Jumlabnya sedikit sekali) jumlah
temaga /i polisi dan  tentara
dibandifigkan dengan luas wilayah
itu, tidak memungkinkan alat-alat
negara  tadi  dapat  menjamin
keamanan seluruh wilayah negara
Indonesia (Hindia Belanda wakin

itu);
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¢ Indonesia  wyang  penduduknya

terdir1 dari berbagai suku bangsa
vang heterogen itu,dimana terdapat
perbedaan agama, tingkat hidup
dan kebudayaan memungkmkan
antara vang satu dengan yang lam
saling berbentrokan (Lamintang,
1984).

Saat  im, keadaan  vang
dilukiskan oleh Mvt di atas masih
relevan; dengan demikian mesdper-
bincangkan eksistensi Huldmnan, Mati

tetap relevan pula.

B. PEMBAHASAN

Dalam KUHF ancamarn
hukuman mati ditetapkan dalam tindak
pidana tertentu antara I <k ejahatan
terthadap Keamanan  Negardy (Pasal
104, 195, 111 ayat (2) 124 ayat (3) dan
Pasal 129 Pembunuhan Deéréficana
{Pasal 340), Pencurian dengan
pemerasan {Pasal 363) dan
Perompakan/bajak laut (Pasal 444)
Sementara dalam perundang-undangan
lain misalnya Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(UU No 31 tahun 1999 sebagaimana

dirobah  dengan  Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001), Markotika
(Undang-undang Nomor 22 tahun
1997) maupun Terorisme (Undang-
undang Nomor 15 Talun 2003)
ancaman  hukuman mati tetap
dipertahankan,

Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa eksistensi hukuman
mati dalam perundang-undangan di
negara hingea  saat  im masih
merupakan hukom positif. Meskipun
demikian, memperbincangkan atau
mempertanyakan urgensi sanksi pidana
tarschit masin terbuka lebar. Apalagi
dilkaitkans dengan  politik  hukum
(pidana)-yang hingga saat ini belum
menemikan’ bentuknya wyang khas
Sehipga wacana tentang hukuman mati
fifipun sampai saat i masih diwarnai
pro-kemtra,

Mercka vyang mengmnginkan
pidana mati tetap dipertahankan karena
alasan sebagai berikut :

1. Apabila kepentingan umum
terancam;

2. Hakim harus benar-benar yakin dan
kesalahan terdakwa dapat
dibuktikan selengkap-lengkapnya;
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3. Harus diancamkan secarz alternatif
dengan mdana perarnpasan
kemerdekaan lainnya

Roeslan Saleh vang menyatakan
keberatannya atas hukuman mah
mengemukakan argumentasi ssbagal
berikut :

1. Dilihat dari asas kerohanian
bangsa dan  megara  yang
terkandung  dalam  milai-nilas
Pancasila;

2. Dilihat dan  upaya menjamin
ketertiban umum; apakah dengan
dihapuskan atan dipertahankannya
pidana mati, ketertiban _mmm
menjadi terancam;

3. Untuk memperbaiks ofgnr vanp
melakukan tindak pidana. I

Dalam hal im Egeslan Saléh
menghubungkan eksistens: Hukuman

Mati itu dengan nilaiinildi Pancasily

khususnya sila pertama " Ketmhafisn

yang Maha Esa, karena hafya

Tuhanlah vang menjadif=Zpeacntu

tethadap hidup matinya seorang

manusia; disamping itu hendaklah pula
dipertimbangkan seberapa jauhkan
hukuman mati itu mempengaruhi

ketertiban umum. Apakah dengan

dihapuskannya hukuman mati,
kejahatan  semakin  marak,  Atau
schaliknya, Jka dipertahankan
kejahatan aken berkurang; belum ada
penelitan wvang secara signifikan
memberikan  penjelasan  tentang
korelasi tersebut. Bahkan Belanda
vang menjadi cikal bakal KUHP
negara kita semenjak tahun 1870 telah
menghapuskan hukuman mati dalam
KUHPnya.

Hukuman mati pada akhimya
harus  dihubungkan  dengan  tujuan
pidana it sendiri. Teori pembalasan
teldh, lama ditinggalkan orang, saat ini
telah, berkembang teori gabungan yang
mencoba  ubtuk  memberikan  efek
pencegatvin terhadap pelanggar hukum
atau masvarakat agar tidak melakukan
hndak s pidanal, Teori reformis telah
lebih jauli“ke/depan memandang perlu
tidaknya
dipertahagkan,

Socdarto juoa menvatakan kebe-

hukuman tmati itu

ratantiya atas penggunaan hukuman
mati ini dengan alasan
a. Karena manusia tidak berhak

mencabut nyawa orang lain,




apalagi la diingat bahwa hakim

bisa salah menjatubkan hukuman;
b. Tidak benar hukuman mati untuk
menakut-nakuh agar orang tidak
berbuat jahat , karena nafsu tidak
dapt dibendung dengan ancamarn.
Sementara, mereka yang meno-
lak hukuman mati didasarkan alasan
sebagal berikut
1. Pidana mati bersifat mutak dan
tidak dapat ditarik kebali;

2. Rechterlijkdwaling/kesésatan
hakim;

3. Bertentangan dengan
perikemanusigan;

4, Bertentangan [dengan " meral | dan
etika, dan

5. Dikaitkan dengan *lujoan.  petni-
danaan,

Beccaria merupakan perganuk
golongan yang menolak adanya fidans
mati dengan alasan sebagai benkut
bahwa alasan utama penjatuhan pidana
adalah untuk menjamin kelangsungan
hidup masyarakat dan untuk mencegah
orang melakukan kejahatan.
Pencegahan akan datang tidak dari
pidana yang berat, tetapi dari pidana
yang patut yang dikenakan seketika

dan  wvang past  tdask terelakkan

(Muladi, 1985:33)

Menurut Beccaria, mdana mat
mengguneangkan dlan merusak
perasaan moral masyarakat yang
secara keselumihan akan melemahkan
moralitas umum yang justru seha-
rusnya dipertahankan dan diperkuat
oleh hukum,

Begitu juga JE Sahetapy (1982 .
355) menvatakan bahwa:
ay*Pidana mati dalam Pasal 340

KUHE dewasa mni merupakan suatu
keétentusmiahalisi de facto,

b) Sclama | masih ada lembaga-
lembaga 'banding, kasasi dan grasi
sertawshame culture maka ancaman
pidahamati tidak mengena sasaran,

¢) Darys sepi  Kriminologi sangat
duarukan manfaatnya.

Sementara itu, Todung Mulya
Lubis mengemukakan sejumlah alasan
mengenai penghapusan
hukuman matt:

1. Bertentangan dengan Undang-
undang Dasar 1945 khususnya
Pasal 28,

2. Instrumen HAM Internasional;

perlunya

3. Kecenderungan Internasional,
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4. Bertentangan  dengan  filosof
pemidanaan di Indonesia’

5 Diragukan efek jera dalam
menurunkan jumlah tindak pidana.

| Made Widyana (2010)
mendukung dihapuskannya Hukuman

Mati denean pertimbangan  sebagai

berikut :

1. Dalam hal terjadinya rechterlyk
dwaling, putusan hakim tersebut
tidak bisa diperbaiki lagi apabila
eksekusi telah dilaksanakan,

2. Sebagai umal yang percaya bahwa
manusia diciptakan oleh Yang
Maha Kuasa, Tuhanlah yang'berhak
memusnahkannya;

3. Tujuan hukum Jpidana | ustuk
mendidik, membifia dap
memperbaiki mahusts yang sesat,
bukan untuk melenvapkanya;

4. Meskipun diancaby dengan
hukuman mati masih” ada™3dja
orang yang melakukannya;

5. Bertentangan dengan “Paneasila
khususnya sila kedua yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Widnyana, apabila
pengadilan menjatuhkan pidana mati
dan telah memiliki kekuatan hukum

tetap, maka eksekusi atas putusan
tersebut ditangguhkan sampai Presiden
selaku Kepala MNegara memberikan
“fiat eksekusi”, Mengenai pidana mat
ini, Presiden harus diberi kesempatan
grasitidak.

Pemberian grasi im sclalu mungkin,

urtuk memberikan

walaupun  orang  yang  dijatulu
hukuman mati itu tidak menggunakan
hak grasi yang ada padanya dalam
walktu yang ditentukan. Kepala negara
adakalanva uga memberikan grasi
kepada siterpidana  dan merubah
pidana i#tu, misalnya menjadi pidana
sestmur hidup.

Mias dasar mi pula menunut
Belanda  menghapuskan
hukurnan~maty) karena masith ada
upaya hukam Banding dan grasi yang
dibenkan) ¢leh  Raja, sehingga
hukuman ‘mab yang telah dijatuhkan
oleh  pengadilan bawashan dapat
dibatalkati’ oleh hakim banding atau
karefia® adanya hak raja untuk
memberikan grasi kepada terpidana.
Oleh karena itu, Belanda semenjak dari

peoulis;

awal telah menghapuskan hukuman
mati kecuali dalam hukum pidana
militer, di mana suatu tindak pidana
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berat yang dilakukan oleh anggota

militer dalam suasana peperangan.
Beberapa kalangan yang masih
mempertahankan eksistensi hukuman
mati disebabkan beberapa alasanantara
lain
a.  Masih menjadi hukum positif
b. Hukum Adat maupun hukum
agama mengatur tentang hukuman
mati,

¢. Dikaitkan dengan kerugiag®™dan
dampak yang ditimbullan,

Dalam  tatafaf . ‘perundang-
undangan terdapat peldfisasid tentang
eksistensi hukurban mat im. Kodsep-
konsep/RUU EKRUHP teldh menem>
patkan  hukuman “mati
ketentuanpidana yang ‘bersifat khissus
atau  eksepsional{Barda
Arief,2008 : 89), Karetta dililtat daci
tujuan  pemidanaan  dan “twman
diadakan/digunakan hukum pidana
{sebagai salah satu sarana kebijakan
kriminal dan kebijakan sosial). Pidana
hakikatnya memang
bukanlah sarana utama (sarana pokok)

sebagal

MNawaw

mati  pada

untuk  mengatur, menertibkandan

memperbaiki masyarakat.

Pidana mati hanya merupakan
sarana perkecualian. Pemikiran
demikian,dapat diidentikkan dengan
sarany amputasi atau operas di bidang
kedokteran yang pada hakikatnya juga
bukan sarana‘obat yang utama, tetapi
hanya merupakan upaya perkecualian
sebagalsarana/obat terakhir

Thorsten Sellin (1967)
menyimpulkan bahwa hukuman mati
ini tidak memperbaiki keadaan karena
hvokaman mat telah bersifat final
apalagielah dieksekusi. Dalam kata-
katatiya semdiri, Sellin menyatakan
balvwa)s
“Finally, we claim that in view of
the inevitable imperfection of
himan proof the death penalty is
anapprapriate  because it s
irreparable, even if it we just, even
if it were the most effective of all
criminal, It wonld, in order to be
Justly applied to a criminal, have to
be proved fo be so in a way that
would exclude the contrary. This is
manifestly due to the irreparable
nature of the punishment”
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Ungkapan Sellin di atas, telah
menjadi  pendapat  umum  tentang
kelemahan hukuman man vang tidak
bisa ditarik kembal, jika dikaitkan
denpan kelemahan manusia meskipun
telah dilakukan dengan adil, walaupun
ada pendapat bahwa pidana mati lebih
effektif untuk semua kejahatan, oleh
karena itu Pidana Mat tidak lag
menjadi pidana pokok dalam RUU-
KUHF karena dikaitkan dengan
Tujuan Pemidanaan yakni :

Pasal 47 Konsep KUHP
(1) Pemidanaan bertujuan untuk :
1. Mencegah dilakukannya ##midak

pidana dengan menegakkan forma

hukum demi pEngayoEiAn
masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidaha

dengan mengadekan” peinidanagn
sechingga menjadikanrva orang
yang baik dan bergaa,

3. Menyelesaikan  konflik “vaig
ditimbulkan oleh tndik=pidana,
memulihkan keseimbanpan dan
mendatangkan rasa damai dalam

masyarakat,

(2)Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk

menderitakan dan tidak

diperkenankan merendahkan
martahat manusia,

Tuman Pemidanaan sebaga-
imana diatur dalam Konsep KUHP
adalah dilatar belakangi oleh Konsep
Pengayoman sebagaimana dikemu-
kakan oleh Sahardjo (1964) yang
dalam garis  besar permikirannya
mengemukakan bahwa : Dengan
singkat tujuan pidana  adalah
Pemasyvarakatan. Dan rumusan ind
terang bahwa tidak saja
masyarakatdiayomi terhadap
diulanginya perbuatan jahat oleh
terpidana, melankan juga orang yang
toladi, “tersesat  diavomi  dengan
memberikat kepadanya bekal hidup
sebagal warga yang berguna di dalam
masyarakaty Dari  pengayoman itu
nyate baliva menjatubi pidana bukan
tindakan’ balas dendam dari negara.
Tobat tidak dapat dicapai dengan
melainkan dengan

bimbingan  Terpidana juga tidak

penyiksaan,

dijatuhi pidana siksaan, melankan
pidana kehilangan kemerdekaan,
Dalam Undang-undang Nomor
12 Tahun 1995 tentang Pema-
syarakatan dinyatakan bahwa sistem
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pemasyarakatan merupakan rangkaian
penegakan hukoum yang bertujuan agar
Warga Binaan Pemasyarakatan
menyadar kesalahannya, memperbaiki
din dan tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat dileruna
kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktf  berperan dalam
pembangunan dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yvang baik dan
bertanggung jawab.

Bergesemnya sistemn’kepenjeraan
menjadi sistem /pomadsyarakatdn
disebabkan karena penerapan’ pidana
penjara sering kali terjadi perlakuan
yang tidak manusiawi dengap akibat
kerugian berupa caedt dan ketidak
mampuan eks wrapidana . untuk
menyesuaikan diri dalam mAsyarakat
Hal itu cenderung umtuk meémbugt
5E5E0TEnE mergadi restdivis:
Selanjutnya jika ditinjau dari segi
hakikatnya bahwa pidana penjara
diadakan dengan maksud untuk
memperbaiki Sese0rang yang
melanggar hukum (pidana) akan tetapi
dalam kenyataan terdapat keadaan di
dalam sub kebudayaan narapidana

VANE memungkinkan  terjadinya

pengaruh negatif timbal babk vang

berakibat tumbuh proses prisomsas:

{Bambang Poemomo, 1980 : 338).
Pelaksanaan pidana penjara

dengan sistemmn

memerlukan dukungan yvakni

1. Faktor manusia vang berkedudukan

pemasyarakatan

selaku narapidana, petugas hukum
dan masyarakat,

2. Faktor pembinaan/bimbingan
terhadsp narapidana wvang dapat
dikembangkan dalam berbaga1
langkah baru pelaksanaan pidana
penjara,

3. Landasan’ bhukum dalam suatu
peraluran perundang-undangan
sistem pema-yarakatan dan dileng-
kapi manual mengenai tata laksana
s15totn pemasyarakatan,

Hingga saat i, pidana mati
seperti berads di persimpangan jalan,
karena dikenal terdapat kelompok
abolisonisme  dan  retensionisme.
Kelompok abolisionisme de fakto
yakni negara-negara secara de fakto
telah menghapuskan hukuman mmati
dalam perundang-undangan nasio-
nalnya. Belanda termasuk dalam
kelompok ini. Sementara kelompok
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retensiomsme  felap mempertahankan

hukuman mati  dalam  perundang-

undangan maunum  dalam  pelak-
sanaannya.

i Amenka Senkat sendm
melalui  deklerasi  Stockholm, lan

Remmelink dalam Amnesti  Inter-
nasional tangeal 11 Desember 1977
menghimbau agar semua negara
dunia wmfuk menghapuskan sepe-
mati.

nuhnya pengenaan pidana

Brazil, Columbia dan

Inggris,
Denmark adalah contoh negara vang
menganut aliran abolisionisme i,
sementara negara lain seperti [ndefiesiy,
tergabung dalam kelompok
retensionisme.

Hingga saat i), Indonesia masilt
berada di persimpanganijalan. hal i
terlihat kenyyatdan | ‘hahwsa
meskipun hukuman ‘maty diiatuhkari
oleh  pengadilan, tetapi
eksekusinya terkadang ‘ditunda’ 'dafi
bahkan berlanitzlarut.
Setidaknya ada beberapa tindak pidana

oleh

dari
glan
terkesan

yang telah divonis mati
pengadilan, seperti dalam  kasus
pembunuhan di Jawa Timur yang telah
dilaksanakan kepada terpidana Astini,

10

Sugeng dan Supmarsih begitu  juga
terhadap Alex Rio Bule, Dalam tindak
pidana  narkotika, telah  dijatuhkan
hukuman mati terhadap Ayodya Prazad
Choubew, Sirlak  dan
suaminya ketiganya dieksekusi i

Medan Sumatera Utara tahun 2003 dan

MNamsong

dua orang terpidana berkebangsaan

Afrnika di MNusakembangan, Terhadap

ferpidana  terorisme  Amrozi  dan
kawan-kawan dieksekusi i Nusa-
kambangan pada tahun 2008,

Dengan demikian, kontrovers:

tentang hukuman mati ini  jugs
merghak misalnya terdapat kelompok
yang , mgpamakan dirinya Kohati

{komande hapuskan hukuman mati)

maupun gerakan lamn yang mempunyal

tujuan yangisama.
Dalam kontroversi itu, kebijakan
perundang-undangan menggariskan

tentang perliinya ketentusn yang ketat
dalam pengaturan dan pelaksanaan
huliman mati ini,
diintroduksinya dalam Konsep KUHP
tentang Penundaan Pelaksanaan Pidana
Mati atau Pidana Mati
dengan masa percobaan 10 tahun.

misalnya

Bersyarat




Apabila masa percobaan dapat
dilalw dan terpidana berkelakuan baik.

pidana mati yang telah dijatuhkan
dapat diuhah menjadi pidana penjara
seumur hidup atau paling lama 20
tahun. Di  samping
permohonan grasi terhadap terpidana

itu, apabila
mati ditolak dan eksekusi pidana mati
tidak dilaksanakan dalam waktu 10
tahun  bukan terpidana

melarikan diri, maka pidana.gati itu

karena

dapt diubah menjadi pidana ‘penjara
seumur hidup.

Dalam  Rancgnpan / “Undang:
Republik
Nomo............. 1 abun.
Kitab Undang-undang Iiikum Pidana
olely “~Direkicrat
Petnandang-

undang Indénesid

tentang

vang diterbitkan
Jenderal Peraturan
undangan Departemeny Hukum ‘dan
Hak Asasi Manusia tahun 2004 Pazal
63 ditegaskan bahwa Pidana Mati
merupakan pidana pokok yang bersifat
khusus dan selalu diancamkan secara
alternatif.

Seandainya perscalan legislatif
telah dilalui, maka cara eksekusi
hukuman mati juga perlu dilakukan
peninjauan, apakah akan tetap akan

11

menggunakan cara selama ini atan
perlu dicarikan modus baru Hal m
disebabkan karena seseorang mela-
kukan suatu tindak pidana merupakan
suatu  pernyataan kehendak yang
disadarinya. Dengan demikian, cara
mengakhiri  hidupnyapun  ditentukan
oleh yang bersangkutan
Apakah akan

tertentu misalnya dengan menelan “pi/

sendir.

menggunakan cara

malr”, dimasukkan ke dalam kamar gas

bergeun  atau meminum  racun
sebagaimana  dilakukan  terhadap
Socraies. Karena cara ditembak mati
scperty”_ vang  berlaku  selama  ini
dirysakan | 'belum memenuhi rasa
keadijan

Amirozi  dan  kawan-kawan

pernaly mengajukan judicial review ke
Mahkamah
ketentuan  pidana
undang ini, menurut mereka cara
ekselusi  dengan  ditembak,

menumbulkan siksaan tesendiri  dan

Konstitus: tentang

dalam undang-

dapt

berpotensi terjadinya pelanggaran hak

a3351 manusia.
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C. PENUTUP
Hukuman mati hingza saat i
masih merupakan kontroversi. Sikap
negara-negara dunia terbelah menjadi
dua yakni mereka yang pro dan kontra
Keduanya mengandung resiko masing-
masing. Negara Indonesia hingga saat
ini termasuk kelompok retensionisme
terbatas. Yang perlu dipertanyakan
bukanlah efektivitas hukuman mati it
sendiri akan tetapi seberapa jauh jenis
hukuman  im
dulkungan publik,

masith  mendapat

tindak
pidana yang memberikan dampak ving
serius dan di sisi lain pelakls tidak
dapat diperbaiki lagi.

terutama

Pancasila sebdgar suimber ddan
segala sumber hulum harus menjadi
bintang pemandu |((/eitsiar™) dalam
penetapan mati | baild /di
bidang kebijakan perundsng-indangan

hukumai

maupun peradilan. Ketentuin Pasal 281
Undang-undang Dasar 1945 © t€lab
menggariskan bahwa hak untok-liidup
merupakan hak wyang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun. Di

samping itu kecendernungan
masyarakat internasional telah
memberi kelonggaran terhadap
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hukoman mati, Hukum Pidana dalam
hal 1 dilthat sebagar suatu tahap

perkembangen  kebudavaan  suatu
bangsa. Seberapa jauhkah suatu bangsa
telah melindung: hak hidup mdividu di
dalam wilayah territorialnya masing-
masing ? Dari situlah nilai-nilai hukum

pidana suatu bangsa dibangun.
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